
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  : 7/PMK.07/2020
TENTANG : PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN

EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU

A.  RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

No. Bidang Kegiatan Rincian Kegiatan

I Ketenagakerjaan a.  Pembinaan dan pelatihan
keterampilan kerja bagi
tenaga kerja dan
masyarakat

1. Fasilitasi peningkatan kemampuan kelompok tani
melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama
Terpadu bagi perkebunan.

2. Bimbingan teknis perbenihan/perbibitan.
3. Fasilitasi Sekolah Lapangan-Pengelolaan Tanaman

dan Sumber Daya Terpadu (SL-PTT) bagi petani.
4. Pelatihan konveksi.
5. Pelatihan berbasis kompetensi.
6. Pelatihan dan bimbingan pengolahan hasil ternak.
7. Pelatihan dan fasilitasi pembuatan kemasan

produk Industri kecil dan menengah.
8. Pelatihan dan pengenalan alat mesin perkebunan.
9. Pelatihan daur ulang sampah.
10. Pelatihan keterampilan rias pengantin bagi pencari

kerja.
11. Pelatihan keterampilan sablon bagi pencari kerja.
12. Pelatihan keterampilan baby sitter bagi pencari

kerja.
13. Pelatihan keterampilan komputer bagi pencari

kerja.
14. Pelatihan keterampilan las listrik bagi pencari

kerja.
15. Pelatihan keterampilan membordir.
16. Pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue bagi

pencari kerja.
17. Pelatihan keterampilan pembuatan kain tenun.
18. Pelatihan keterampilan potong rambut bagi

pencari kerja.
19. Pelatihan ketrampilan las.
20. Pelatihan ketrampilan menjahit.
21. Pelatihan membatik bagi pemuda pemudi putus

sekolah dan pengangguran.
22. Pelatihan olahan makanan berbasis inovasi.
23. Pelatihan otomotif kendaraan roda dua.
24. Pelatihan otomotif kendaraan roda empat.
25. Pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir

dalam rangka pengembangan industri kreatif.
26. Pelatihan pembuatan paving block.
27. Pelatihan pembuatan tas dari bahan rajut.
28. Pelatihan penangkaran benih/bibit perkebunan.
29. Pelatihan pengembangan budidaya tanaman

perkebunan.
30. Pelatihan pengembangan dan pengelolaan pakan

ternak.
31. Pelatihan pengembangan unggas lokal di

pedesaan.
32. Pelatihan pengenalan cara pengendalian

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada
tanaman perkebunan rakyat.

33. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi IKM
Logam.

34. Pelatihan peningkatan mutu tanaman perkebunan.
35. Pelatihan tata boga.
36. Pelatihan tata rias.
37. Pelatihan teknis hortikultura.
38. Pelatihan teknisi HP.
39. Pelatihan teknisi komputer.
40. Pelatihan Usaha Peternakan Kelompok Tani

Ternak.
41. Pembinaan/pelatihan keterampilan bagi Pelaku

Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.
42. Pembinaan/pelatihan pengembangan Pertanian

Organik Sertifikasi Tanaman Pangan Organik.
43. Pembinaan/pelatihan Peningkatan Produktivitas

Budidaya Jamur Konsumsi.
44. Pembinaan/pelatihan usaha Pengolahan Bahan

Pangan Potensi Lokal.
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45. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan
keterampilan kerja bagi calon wirausaha baru.

46. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan
keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas
usaha mikro.

47. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan
keterampilan kerja bagi Industri Kecil dan
Menengah.

48. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan
keterampilan kerja bagi petani dan pelaku
agribisnis.

49. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan
keterampilan kerja bagi PKL dan asongan.

50. Pembinaan/pelatihan keterampilan usaha
produktif bidang bordir dan usaha bagi UKM
wanita.

51. Pembinaan/pelatihan kewirausahaan.
52. Pembinaan/pelatihan pemberdayaan tenaga kerja

mandiri sektor informal.
53. Pembinaan/pelatihan pembuatan anyaman

bambu.
54. Pembinaan/pelatihan manajemen kewirausahaan.
55. Pembinaan/pelatihan Pembudidayaan Ikan.
56. Pembinaan/pelatihan Penerapan teknologi tepat

guna.
57. Pembinaan/pelatihan peningkatan produksi

pertanian.
58. Pembinaan/pelatihan teknis kemasan hasil

produksi pertanian/perkebunan.
59. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat

dan eks trauma.
60. Sosialisasi PIRT dan fasilitasi PIRT.
61. Pengembangan sentra perkebunan tanaman

sayuran dan herbal.
62. Pelatihan processing produk pertanian.

b.  Penguatan sarana dan
prasarana kelembagaan
pelatihan

1. Pemeliharaan/penguatan/pengembangan Sarana
Prasarana Balai Latihan Kerja.

2. Pengadaan/revitalisasi peralatan pelatihan
keterampilan.

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana Balai
Latihan Kerja.

c.  Penguatan kapasitas
sumber daya manusia pada
balai latihan kerja

1. Pelatihan tenaga-tenaga instruktur terampil.
2. Pelatihan manajemen pengelolaan Balai Latihan

Kerja.

d.  Pelayanan penempatan
tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja bagi
pencari kerja

1. Fasilitasi penempatan bagi keluarga calon
transmigran.

2. Fasilitasi penempatan tenaga kerja.
3. Penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job

Fair).
4. Fasilitasi pembentukan/pengembangan kelompok

usaha produktif mandiri dalam rangka
penempatan tenaga kerja.

5. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur
tenaga kerja.

6. Penyajian informasi pasar kerja berbasis online.
7. Penyuluhan/penyebarluasan informasi Bursa

Tenaga Kerja.
8. Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya

berbasis sumber daya alokasi.
9. Sosialisasi mekanisme pelayanan bursa kerja

AKAD.

II Infrastruktur a.  Pembangunan/rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan/
atau jembatan, pasar,
sarana/prasarana
pendukung pariwisata

1. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
2. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan.
3. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar.
4. Pembangunan pedestrian.
5. Pembangunan turap/talud/bronjong.

b.  Penyediaan/pemeliharaan
saluran air limbah, sanitasi,
dan air bersih

1. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan drainase.
2. Pembangunan/penyediaan Tempat Pembuangan

Akhir.
3. Pembangunan/penyediaan sumur air bersih.
4. Penyediaan sarana pengolahan persampahan.
5. Penyediaan sarana pengelolaan air limbah.
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c.  Penyediaan/pemeliharaan
saluran irigasi

Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran
irigasi.

d.  Pembangunan embung dan
sarana sumber daya air

Pembangunan embung dan sarana sumber daya air.

III Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat

a.  Penguatan ekonomi
masyarakat melalui
kegiatan padat karya yang
dapat mengentaskan
kemiskinan, mengurangi
pengangguran, dan
mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah

1. Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran
air bersih/limbah melalui kegiatan padat karya.

2. Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran
irigasi pertanian melalui kegiatan padat karya.

3. Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran
irigasi perikanan/peternakan melalui kegiatan
padat karya.

4.  Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana
embung dan atau sumber daya air melalui
kegiatan padat karya.

b.  Bantuan sarana produksi
dan ternak bagi
masyarakat/kelompok
masyarakat

1. Bantuan alat pertanian/perkebunan/perikanan/
peternakan untuk masyarakat/kelompok
masyarakat.

2. Bantuan peralatan untuk usaha mandiri bagi
masyarakat.

3. Bantuan sarana dan prasarana budidaya ternak.

c.  Fasilitasi promosi bagi
usaha mandiri masyarakat

1. Fasilitas pameran tingkat lokal maupun nasional.
2. Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
3. Fasilitasi pameran hasil produk kerajinan dan dan

hasil pelatihan.
4. Fasilitasi promosi UMK melalui media online.
5. Fasilitasi publikasi baik melalui media cetak,

media elektronik maupun media lingkar luar.
6. Pembangunan Terminal Wisata.
7. Pengelolaan informasi pasar atas hasil produksi

pertanian perkebunan.

d.  Bantuan modal usaha bagi
usaha mikro, kecil, dan
menengah

Bantuan modal usaha bagi masyarakat untuk
melakukan kegiatan produktif yang meningkatkan
kemampuan ekonomi.

IV Lingkungan
Hidup

a.  Penyediaan sarana dan
prasarana pengolahan
limbah industri

1. Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana
alat uji kualitas air, tanah dan udara, emisi dan
ambein.

2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan.

b.  Penerapan sistem
manajemen lingkungan bagi
masyarakat di lingkungan
industri

1. Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
3. Pengujian Limbah Industri.
4. Pengujian Limbah Rumah Sakit.

c.  Pelatihan dan/atau
sertifikasi bagi tenaga
teknis di bidang lingkungan
yang diselenggarakan oleh
instansi/lembaga resmi
yang diakui oleh
pemerintah.

Pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di
bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh
instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.



B. FORMAT LAPORAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

NO.
ID

IDENTITAS TOKO/KIOS

NAMA
TOKO/
KIOS

ALAMAT PROVINSI KOTA/
KABUPATEN KECAMATAN KELURAHAN/

DESA

TANGGAL
DITEMUKAN

NAMA
PENEMU

INFORMASI PADA KEMASAN ROKOK INFORMASI PADA PITA CUKAI

MEREK NAMA
PABRIK

JENIS
HT ISI

HARGA
JUAL

TOKO/
WARUNG

TAHUN
PC

TARIF
(RP)

HJE
(Rp)

JENIS
HT ISI KODE

PERSONALISASI
JENIS

PELANGGARAN
KET.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1

2

3

4

NO. NAMA NIP TANDATANGAN

Koordinator DBH CHT
Provinsi/Kabupaten/Kota ......

(........................................)
NIP.                         

Disetujui Oleh
Gubernur/Bupati/Walikota ....

(........................................)



C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT
SEMESTER: XX TAHUN ANGGARAN 20XX

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

No. Uraian Program/Kegiatan
Uraian
Rincian

Kegiatan

Pagu Realisasi Capaian
Keluaran

Rp Rp % Uraian %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4) (7) (8)

I Program Peningkatan Kualitas Bahan
Baku

XXX XXX XX XX

II Program Pembinaan Industri XXX XXX XX XX
III Program Pembinaan Lingkungan

Sosial
XXX XXX XX XX

1 Bidang Kesehatan XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

2 Bidang Ketenagakerjaan XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

3 Bidang Infrastruktur XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat

XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

5 Bidang Lingkungan Hidup XXX XXX XX XX

"-Kegiatan
IV Program Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai
XXX XXX XX XX

V Program Pemberantasan Barang
Kena Cukai Ilegal

XXX XXX XX XX

Total XXX XXX XX XX

Koordinator DBH CHT
Provinsi/Kabupaten/Kota ......

(........................................)
NIP.             

Disetujui Oleh
Gubernur/Bupati/Walikota ....

(........................................)



D. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT
SEMESTER: XX TAHUN ANGGARAN 20XX

PROVINSI

No. Uraian Program/Kegiatan
Uraian
Rincian

Kegiatan

Pagu Realisasi Capaian
Keluaran

Rp Rp % Uraian %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4) (7) (8)
1. Provinsi ......
I Program Peningkatan Kualitas Bahan

Baku
XXX XXX XX XX

II Program Pembinaan Industri XXX XXX XX XX
III Program Pembinaan Lingkungan

Sosial
XXX XXX XX XX

1 Bidang Kesehatan XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

2 Bidang Ketenagakerjaan XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

3 Bidang Infrastruktur XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat

XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

5 Bidang Lingkungan Hidup XXX XXX XX XX

"-Kegiatan
IV Program Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai
XXX XXX XX XX

V Program Pemberantasan Barang
Kena Cukai Ilegal

XXX XXX XX XX

2.  Kabupaten/Kota.....
I Program Peningkatan Kualitas Bahan

Baku
XXX XXX XX XX

II Program Pembinaan Industri XXX XXX XX XX
III Program Pembinaan Lingkungan

Sosial
XXX XXX XX XX

1 Bidang Kesehatan XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

2 Bidang Ketenagakerjaan XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

3 Bidang Infrastruktur XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat

XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

5 Bidang Lingkungan Hidup XXX XXX XX XX

"-Kegiatan
IV Program Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai
XXX XXX XX XX

V Program Pemberantasan Barang
Kena Cukai Ilegal

XXX XXX XX XX

3. Kabupaten/Kota
I Program Peningkatan Kualitas Bahan

Baku
XXX XXX XX XX

II Program Pembinaan Industri XXX XXX XX XX



III Program Pembinaan Lingkungan
Sosial

XXX XXX XX XX

1 Bidang Kesehatan XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

2 Bidang Ketenagakerjaan XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

3 Bidang Infrastruktur XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat

XXX XXX XX XX

"-Kegiatan

5 Bidang Lingkungan Hidup XXX XXX XX XX

"-Kegiatan
IV Program Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai
XXX XXX XX XX

V Program Pemberantasan Barang
Kena Cukai Ilegal

XXX XXX XX XX

4. Rekapitulasi Provinsi dan Kabupaten dan Kota
I Program Peningkatan Kualitas Bahan

Baku
XXX XXX XX XX

II Program Pembinaan Industri XXX XXX XX XX
III Program Pembinaan Lingkungan

Sosial
XXX XXX XX XX

1 Bidang Kesehatan XXX XXX XX XX

2 Bidang Ketenagakerjaan XXX XXX XX XX

3 Bidang Infrastruktur XXX XXX XX XX

4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat

XXX XXX XX XX

5 Bidang Lingkungan Hidup XXX XXX XX XX
IV Program Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai
XXX XXX XX XX

V Program Pemberantasan Barang
Kena Cukai Ilegal

XXX XXX XX XX

Total XXX XXX XX XX

Koordinator DBH CHT
Provinsi ......

(........................................)
 NIP.             

Disetujui Oleh
Gubernur ....

(........................................)



E.  FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGANGGARAN SISA DBH CHT

KOP KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENGGANGGARAN SISA DBH CHT
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 20XX

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap  :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa akan menganggarkan seluruh sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sampai dengan
tahun anggaran 20XX sebesar Rp ............., pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20XX atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX.

Sisa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Tempat ..., Tanggal ...
Gubernur/Bupati/Walikota

(tanda tangan asli
dan stempel basah)

Nama

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
          u.b.
Plt.  Kepala Bagian Administrasi Kementerian

 ttd.

 ANWARI
 NIP 196210051982091001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI


